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Abstract: Article 411 of the 2023 Indonesian Criminal Code (KUHP) expands the subjects covered by
the offense of adultery but does not define the element of “sexual intercourse.” This normative gap
has resulted in law enforcement authorities relying primarily on grammatical interpretation and
classical legal doctrine, which traditionally limits sexual intercourse to penile-vaginal penetration.
This normative-dogmatic study analyzes various forms of modern sexual activity to examine their
conformity with the elements of the offense. The findings indicate that oral sex, anal sex, fingering,
the use of sex toys, and same-sex sexual relations are categorically excluded from the scope of Article
411. This situation creates a legal safe haven, potentially allowing impunity for same-sex relations in
private spaces, as well as a discriminatory anomaly that undermines the protection of the institution
of marriage and citizens’ privacy rights. Therefore, establishing a uniform definition of “sexual
intercourse” across all clusters of sexual offenses under the 2023 Indonesian Criminal Code is a
strategic step toward closing legal loopholes, eliminating normative discrimination, and achieving
legal certainty and substantive justice in the enforcement of Indonesian criminal law.
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP 2023) merupakan pembaharuan monumental dalam sistem hukum pidana Indonesia
yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht) atau disebut
KUHP Lama. Salah satu perubahan signifikan terletak pada pengaturan delik perzinaan
dalam Pasal 411 yang merupakan pengembangan dari Pasal 284 KUHP Lama. Perbedaan
fundamental dengan KUHP lama terletak pada perluasan cakupan subjek, di mana Jika Pasal
284 KUHP lama hanya membatasi pelaku perzinaan pada orang yang terikat dalam
perkawinan sah sehingga perbuatan tersebut hanya dapat dipidana apabila dilakukan oleh
suami atau istri dengan pihak ketiga maka Pasal 411 ayat (1) KUHP 2023 memperluas
jangkauan subjeknya secara signifikan. Ketentuan baru ini tidak lagi mensyaratkan status
perkawinan pelaku, melainkan merumuskan bahwa "setiap orang" yang melakukan
persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana sebagai
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perzinaan. Dengan kata lain, Pasal 411 KUHP 2023 mengkriminalisasi persetubuhan di luar
perkawinan bagi siapa pun, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah,
sepanjang dilakukan dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya. Namun demikian,
meskipun Pasal 411 KUHP 2023 memperluas cakupan subjek hukum, ketentuan ini sama
sekali tidak memberikan definisi operasional mengenai apa yang dimaksud dengan
"persetubuhan”. Dalam keseluruhan KUHP 2023 tidak dijumpai satu pun pasal yang secara
eksplisit mengartikan istilah tersebut. Kekosongan norma ini menjadi titik pangkal
problematika penafsiran yang berimplikasi luas terhadap kepastian hukum, keadilan
substantif, dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-dogmatis (doctrinal
legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan
hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (KUHP 2023 dan peraturan
perundang-undangan terkait), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, dan doktrin
hukum pidana), serta bahan hukum tersier (Kamus Besar Bahasa Indonesia dan literatur
penunjang). Teknik analisis data menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis,
dan teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konstruksi Yuridis Batasan Unsur "Persetubuhan” dalam Pasal 411 KUHP 2023
1. Penafsiran dari Pandangan Ahli (Doktrin)

Meskipun KUHP baru tidak memberikan definisi eksplisit tentang "persetubuhan”,
doktrin hukum pidana dan yurisprudensi klasik menjadi rujukan utama untuk memahami
batasan makna "persetubuhan”. Terdapat beberapa pandangan yang telah mengkristal
dalam tradisi hukum pidana Indonesia:

a. Definisi S.R. Sianturi

S.R. Sianturi mengungkapkan persetubuhan yaitu apabila kemaluan si pria itu masuk ke
kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen tidaklah bermasalah, yang penting
dengan masuknya kemaluan si pria itu bisa terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu
dari mereka. Definisi Sianturi ini mengandung tiga unsur pokok:

- Tidak mensyaratkan tujuan reproduksi: fokus utama adalah pada kenikmatan seksual;

- Tidak mensyaratkan ejakulasi: penetrasi sudah cukup untuk dikualifikasikan sebagai
persetubuhan;

- Menekankan pada aspek kenikmatan sebagai tolok ukur, bukan aspek reproduktif.

b. Definisi R. Soesilo

R. Soesilo mendefinisikan persetubuhan sebagai perpaduan antara kelamin laki-laki dan
perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Definisi ini juga mengandung tiga
unsur pokok:

- Adanya perpaduan/pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan;

- Alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

- Tujuan reproduksi ("untuk mendapatkan anak") sebagai karakteristik hubungan
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tersebut.
Meskipun terdapat perbedaan antara Soesilo dan Sianturi, terdapat titik temu
fundamental yang menjadi batasan makna "persetubuhan” dalam doktrin klasik, yaitu:
1. Persetubuhan mensyaratkan adanya penetrasi alat kelamin laki-laki (penis) yang
harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina);
2. Tidak ada perluasan ke bentuk-bentuk aktivitas seksual lain di luar penetrasi
penis-vagina.
3. Makna Leksikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Secara gramatikal, istilah "persetubuhan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata
dasar "setubuh" yang mendapat imbuhan "per" dan "an". Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), persetubuhan didefinisikan sebagai "hubungan seksual; koitus" yang
secara medis dan biologis dipahami sebagai masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat
kelamin perempuan (penetrasi penis ke vagina).

Dari sisi gramatikal murni, frasa ini tidak mencakup aktivitas seksual lain seperti oral
sex, anal sex, fingering, atau penggunaan alat bantu seksual. Pandangan masyarakat awam
mengenai persetubuhan seringkali merujuk pada pengertian yang sama, yaitu pertemuan
alat kelamin laki-laki dan perempuan.

Suatu tindakan persetubuhan ilegal tidak harus diakhiri dengan keluarnya cairan sperma
(ejakulasi). Bahkan, secara anatomis, penetrasi yang sangat ringan, yakni ketika ujung organ
pria (glans penis atau kepala zakar) baru memasuki atau menyentuh bagian di antara kedua
bibir luar kemaluan perempuan secara hukum pidana sudah sah memenuhi unsur "telah
melakukan persetubuhan".

Dengan demikian, penafsiran gramatikal murni memberikan batasan yang tegas bahwa
"persetubuhan” dalam Pasal 411 KUHP 2023 merujuk pada hubungan kelamin heteroseksual
yang melibatkan penetrasi penis ke dalam vagina. Semua variasi aktivitas seksual lain berada
di luar payung hukum makna "persetubuhan” dalam pasal tersebut.

B. Analisis Bentuk-Bentuk Aktivitas Seksual Modern di Luar Penetrasi Penis-
Vagina

Bagi masyarakat tradisional, aktivitas seksual hampir selalu diartikan sebagai hubungan
badan konvensional (penetrasi penis ke vagina) yang berorientasi pada pernikahan dan
keturunan. Namun, penelitian seksologi kontemporer yang dilakukan oleh Walter dan Lehu
memberikan bukti empiris bahwa dalam realitas masyarakat modern, paradigma hubungan
seksual telah bergeser jauh melampaui batas anatomis klasik.

1. Oral Sex (Hubungan Seksual melalui Mulut)

Oral sex adalah aktivitas seksual yang melibatkan rangsangan alat kelamin menggunakan
mulut, lidah, atau tenggorokan. Dalam praktiknya, oral sex terbagi menjadi dua bentuk
utama: fellatio (penis dimasukkan ke dalam mulut) dan cunnilingus (mulut/lidah
merangsang area luar kemaluan wanita).

Jika menguji tindakan oral sex terhadap rumusan materiil unsur "persetubuhan” pada
Pasal 411 KUHP 2023, maka tindakan ini gagal memenuhi elemen delik karena:
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a. Anatomi tubuh tidak sesuai: Oral sex tidak mempertemukan dua alat kelamin yang
berlawanan jenis. Mulut secara biologis adalah bagian dari sistem pencernaan,
bukan organ reproduksi.

b. Ketiadaan hubungan kelamin (koitus) secara medis: [Imu kedokteran kehakiman
secara tegas memisahkan coitus dengan oral intercourse.

c. Tidak sesuai dengan pendapat para ahli hukum: Baik menurut Soesilo maupun
Sianturi, syarat persetubuhan mengharuskan penis masuk ke dalam vagina.

Oleh karena itu, dua orang dewasa yang tidak terikat perkawinan sah yang melakukan
oral sex secara sukarela tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 411 KUHP 2023.

2.Anal Sex (Penis ke Anus)

Anal sex adalah aktivitas seksual yang terjadi ketika penetrasi penis menembus dalam
anus (dubur) pasangan. Meskipun terdapat unsur "penetrasi organ penis”, tindakan ini
secara mutlak tidak dapat dikategorikan sebagai persetubuhan karena:

a. Syarat fisik tidak terpenuhi: Target penetrasi adalah anus, bukan vagina. Anus
secara biologis adalah bagian dari sistem pencernaan, bukan organ reproduksi.

b. Ketidaksesuaian makna leksikal KBBI: KBBI mengunci persetubuhan pada kata
"koitus". Istilah universal untuk tindakan ini adalah sodomi, bukan persetubuhan.

c. Perlindungan asas legalitas: Memaksakan perluasan makna "vagina" mencakup
"anus" merupakan analogi yang merugikan terdakwa yang dilarang secara mutlak.

3. Fingering (Penetrasi dengan Jari)

Fingering adalah menggunakan jari untuk merangsang alat kelamin orang lain. Meskipun
terdapat tindakan memasukkan sesuatu (penetrasi) ke dalam organ tubuh, perbuatan ini
tidak dapat dihukum dengan pasal perzinaan karena:

a.  Substitusi instrumen yang tidak sah: Unsur esensial persetubuhan mensyaratkan
penis sebagai subjek aktif. Dalam fingering, instrumen yang digunakan adalah jari
tangan.

b. Ketiadaan karakteristik hubungan kelamin: Memasukkan jari ke dalam vagina
tetap tidak akan pernah dianggap sebagai hubungan kelamin (persetubuhan).

4. Penggunaan Sex Toys (Alat Bantu Seksual)

Penggunaan sex toys merujuk pada pemanfaatan benda mati atau alat buatan manusia
yang dimasukkan ke dalam lubang tubuh. Tindakan ini secara tegas dikeluarkan dari ruang
lingkup maknawi Pasal 411 KUHP 2023 karena:

a. Alat yang digunakan adalah benda mati: Persetubuhan bersifat biologis-insani
yang melibatkan pertemuan fisik organ tubuh manusia hidup.

b. Tidak sesuai dengan doktrin: Mengganti penis dengan komoditas pabrikan
menghancurkan seluruh struktur logika elemen delik perzinaan.

4. Hubungan Sesama Jenis (LGBTQ)

Hubungan sesama jenis secara mutlak tidak dapat dijerat dengan Pasal 411 KUHP 2023.
Karakteristik konstruksi hukum dari delik perzinaan ini memiliki benteng pertahanan
heteroseksual yang tidak dapat ditembus:

a. Definisi universal "persetubuhan" (coitus) secara inheren mensyaratkan polaritas
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dua jenis kelamin yang berbeda secara biologis.

b. Pada hubungan pria dengan pria, tidak ada organ vagina yang menjadi target
penetrasi; aktivitas ini adalah sodomi, bukan persetubuhan.

c. Pada hubungan wanita dengan wanita, tidak ada organ penis yang melakukan
penetrasi; aktivitas yang dilakukan lazimnya berupa tribadism atau fingering
timbal balik.

Konsekuensi dari asas legalitas adalah pasal ini hanya dapat diterapkan kepada
pasangan pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan sah. Upaya menjerat pasangan gay
atau lesbian akan terganjal oleh asas legalitas karena hakim dilarang melakukan penafsiran
ekstensif yang mengubah isi undang-undang.

C. Implikasi Yuridis dan Sosiologis Akibat Ketiadaan Perluasan Makna
Persetubuhan

Apabila pembuat undang-undang dan penegak hukum tetap bersikeras
mempertahankan penafsiran gramatikal klasik yang kaku tanpa melakukan pembaruan atau
perluasan makna, maka akan timbul konsekuensi serta implikasi negatif yang sistemik:

1. Lahirnya Fenomena Kesia-siaan Hukum (Legal Vacuum dan
Impunitas Pidana)

Kakunya definisi persetubuhan secara otomatis melegalkan berbagai bentuk aktivitas
seksual non-vaginal di luar ikatan pernikahan dari tuntutan hukum perzinaan. Secara
sosiologis dan psikologis, dorongan pemenuhan hasrat seksual di luar nikah tidak pernah
surut, melainkan mengalami evolusi dalam bentuk manifestasi atau modusnya. Keterbatasan
jangkauan hukum ini menciptakan apa yang disebut sebagai safe haven (ruang aman bebas
hukum) bagi aktivitas erotisme modern.

Ketika para pelaku menyadari bahwa hukum hanya mengkriminalisasi persetubuhan
vaginal, terjadi fenomena shifting behavior (pergeseran perilaku). Pasangan luar nikah akan
memilih aktivitas seksual alternatif seperti oral sex, anal sex, maupun penggunaan instrumen
artifisial sebagai substitusi dari hubungan intim konvensional.

Melalui lensa Teori Keadilan Substantif, eksistensi safe haven dan shifting behavior
seksual modern dinilai sebagai bentuk kegagalan institusi hukum dalam menghadirkan
keadilan sejati. Keadilan substantif menuntut penegak hukum dan pembuat undang-undang
untuk melihat esensi moralitas perbuatan, bukan formalitas anatomis perbuatan.

2. Kerugian terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi
(Rechtsgoederen)

Pasal 411 KUHP 2023 dikualifikasikan sebagai delik aduan (klachtdelict). Jika seorang
suami atau istri mendapati pasangannya melakukan aktivitas seksual non-vaginal secara
sukarela dengan orang lain, suami/istri tersebut tidak dapat mengadukan pasangannya
karena secara lex stricta tindakan tersebut bukan "persetubuhan”. Hal ini berakibat:

a. Kegagalan proteksilembaga perkawinan: Ketidakberdayaan pasangan sah atau orang
tua untuk menuntut secara hukum ketika terjadi aktivitas seksual luar nikah non-
vaginal yang konsensual.

b. Inkonsistensi perlindungan moralitas: Penafsiran kaku ini membuat hukum pidana
tebang pilih melarang seks bebas vaginal tetapi membiarkan seks bebas non-vaginal,
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padahal keduanya memiliki kadar pelanggaran moral komunal yang setara.

Berdasarkan pemikiran Gustav Radbruch, hukum yang sangat tidak adil dan menolak
memberikan hak substantif kepada institusi perkawinan untuk dilindungi dari
pengkhianatan seksual disebut sebagai "hukum yang cacat". Pembatasan kaku Pasal 411 ayat
(1) KUHP 2023 membuat undang-undang tersebut cacat secara fungsional.

3. Impunitas Absolut Hubungan Sesama Jenis dalam Ranah Privat

Implikasi paling kontroversial dari definisi sempit persetubuhan adalah terjadinya
impunitas total bagi hubungan sesama jenis dewasa yang dilakukan di ruang privat atas
dasar suka sama suka. Berdasarkan prinsip lex stricta, pasangan homoseksual maupun
lesbian dewasa yang melakukan hubungan intim di kamar tertutup tidak dapat dinyatakan
melakukan tindak pidana perzinaan, kendatipun di mata mayoritas masyarakat perbuatan
mereka sangat tercela.

Terdapat postulat yang kerap muncul sebagai kontra argumen, yakni bahwa eksistensi
perilaku seksual sesama jenis yang konsensual pada dasarnya tetap dapat dijangkau oleh
klaster delik kesusilaan lainnya, seperti tindak pidana perbuatan cabul dalam Pasal 414
KUHP 2023. Namun, apabila dilakukan pengujian normatif secara mendalam, asumsi
tersebut secara yuridis tidak terbukti karena Pasal 414 mensyaratkan adanya unsur di muka
umum, kekerasan/ancaman kekerasan, atau publikasi sebagai pornografi.

Di sinilah letak kontribusi Pasal 473 tentang perkosaan yang justru mempertegas, bukan
menyelesaikan, anomali sistemik tersebut. Pasal 473 ayat (3) secara progresif memperluas
definisi tindak pidana perkosaan dengan merumuskan secara eksplisit bahwa penetrasi ke
dalam anus atau mulut baik menggunakan alat kelamin, bagian tubuh lain, maupun benda
termasuk dalam kategori perkosaan.

Akibatnya, terbentuklah ironi hukum dimana negara secara progresif mengakui bahwa
oral, anal, dan fingering adalah "persetubuhan” untuk melindungi korban kekerasan seksual
(perkosaan), namun di sisi lain, negara belum mendefinisikan "persetubuhan” secara
seragam dalam Pasal 411 tentang perzinaan. Ketiadaan definisi yang seragam ini
menimbulkan anomali diskriminatif yang menciptakan perlakuan hukum yang berbeda
secara fundamental terhadap kelompok warga negara yang melakukan perilaku serupa.

Hak atas privasi (right to privacy) merupakan hak konstitusional yang dijamin secara
eksplisit dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Perkara Nomor 280/PUU-XXIII/2025 yang
diajukan oleh sebelas mahasiswa Universitas Terbuka menjadi bukti empiris bahwa
ketidakjelasan norma dalam Pasal 411 KUHP 2023 telah menimbulkan dampak nyata
terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

4. Pelemahan Efek Preventif Hukum Pidana dan Dampak pada
Moralitas Publik

Salah satu tujuan pemidanaan dalam KUHP 2023, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal
51, adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi
perlindungan dan pengayoman masyarakat. Pembatasan makna persetubuhan yang sempit
justru melemahkan fungsi pencegahan ini. Masyarakat yang mengetahui bahwa hukum
hanya melarang koitus vaginal, namun tidak melarang aktivitas seksual substitutif, akan
memandang bahwa hukum tidak lagi relevan sebagai panduan moral
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5. Hukum Ketinggalan Kereta (Lagging Behind the Social Reality)

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegak hukum harus berani menafsirkan teks
hukum dengan lebih fleksibel ketika berhadapan dengan "wadah hukum" yang statis namun
masalah masyarakatnya sangat dinamis. Hukum Progresif menuntut adanya 'lompatan cara
berpikir' dalam melihat kekakuan penafsiran Pasal 411 ayat (1) KUHP 2023 yaitu keberanian
untuk tidak berhenti pada teks gramatikal kamus atau biologi anatomi semata, melainkan
melihat pada aspek substansi dan esensi material keadilan yang hendak dilindungi.

Namun, sejalan dengan asas legalitas yang telah ditegaskan, lompatan cara berpikir ini
bukanlah mandat bagi hakim untuk menafsirkan secara ekstensif di ruang sidang, melainkan
mandat bagi pembentuk undang-undang (legislator) untuk segera melakukan pembaruan
norma. Jika esensi dari kriminalisasi delik perzinaan adalah menjaga kesucian moralitas
publik dan lembaga keluarga, maka semangat progresif tersebut seharusnya diwujudkan
melalui konstruksi normatif atas teks dan Memori Penjelasan Pasal 411.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, kesimpulan utama yang dapat ditarik
adalah bahwa ketiadaan definisi operasional unsur "persetubuhan" dalam Pasal 411 KUHP
2023 menimbulkan ketidakpastian hukum yang sistemik sekaligus menciptakan anomali
yuridis yang mendalam. Penafsiran gramatikal dan doktrinal yang terpaksa digunakan
karena berlakunya asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali)
membatasi makna persetubuhan secara sempit pada penetrasi penis ke dalam vagina (koitus
heteroseksual), sehingga secara otomatis mengeluarkan berbagai bentuk aktivitas seksual
modern seperti oral seks, anal seks, fingering, penggunaan alat bantu seksual, hingga
hubungan sesama jenis yang dilakukan secara konsensual di ruang privat dari jeratan pidana
perzinaan. Kekakuan definisi ini tidak hanya menciptakan ruang aman hukum (safe haven)
bagi pelaku pergeseran perilaku seksual (shifting behavior), tetapi juga menyebabkan
kegagalan negara dalam melindungi kepentingan hukum (rechtsgoederen) lembaga
perkawinan serta melahirkan impunitas absolut bagi hubungan sesama jenis. Lebih jauh,
ketiadaan definisi yang seragam melahirkan paradoks ironis, yaitu ketika Pasal 473 ayat (3)
secara progresif mengakui penetrasi ke anus dan mulut sebagai bagian dari perkosaan, tetapi
Pasal 411 justru mengabaikan bentuk penetrasi serupa dalam konteks hubungan
konsensual, sehingga mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1
UUD NRI 1945) dan hak konstitusional atas privasi (Pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945), yang
terbukti nyata melalui pengujian Kkonstitusionalitas dalam Perkara Nomor 280/PUU-
XXIII/2025. Dengan demikian, hukum pidana positif tidak hanya tertinggal dari realitas
sosiologis masyarakat modern dan kehilangan fungsi preventifnya, tetapi juga terjebak
dalam keadilan formal yang mengabaikan esensi moralitas dan kepastian hukum yang
berkeadilan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar pembentuk undang-
undang (legislator) segera melakukan konstruksi terhadap unsur "persetubuhan" secara
seragam di seluruh klaster delik seksual dalam KUHP 2023 mencakup Pasal 411 tentang
perzinaan, Pasal 414 tentang perbuatan cabul, dan Pasal 473 tentang perkosaan guna
menghilangkan anomali diskriminatif serta menciptakan kepastian hukum dan keadilan
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substantif yang utuh. Reformulasi ini harus dilakukan melalui mekanisme perubahan ndang-
undang yang sah atau melalui perluasan penafsiran resmi dalam Memori Penjelasan, dengan
tetap memegang teguh asas legalitas sehingga tidak membuka peluang bagi hakim atau
penegak hukum untuk melakukan perluasan makna secara analogi (analogi in malam
partem) di ruang sidang yang justru merugikan terdakwa dan merusak kepastian hukum itu
sendiri. Dalam merumuskan definisi baru, legislator wajib menyeimbangkan tiga
kepentingan sekaligus, yaitu perlindungan moralitas publik dan kesakralan lembaga
perkawinan, penghormatan terhadap hak privasi dan kebebasan konstitusional warga
negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, serta pengakuan terhadap dinamika
sosiologis masyarakat modern yang terus berkembang tanpa mengabaikan nilai-nilai
keuhanan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, Mahkamah
Konstitusi disarankan juga untuk melakukan pengujian komprehensif terhadap
konstitusionalitas pasal-pasal a quo guna memberikan kepastian hukum yang berkeadilan
dan meluruskan penafsiran yang tidak harmonis, sementara aparat penegak hukum dan
hakim dalam masa transisi sebelum adanya perubahan undang-undang, diharapkan untuk
tetap menerapkan hukum secara ketat sesuai dengan asas legalitas tanpa melakukan
perluasan makna yang berpotensi melanggar hak-hak asasi warga negara.
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